LAKSANANYA FUNGS

NASA SENGKET,

Oleh :

Imam

salah Pendu
vang berisi tenta,
Penduduk Sipil paday
diduduki”, kemudian Ko

newa IV tahun 1949 memasukkan

bagian ini dalam Bagian 111 Sek-
si 111 dengan judul “Wilayah-wi-
layah yang diduduki” (Pasal 47—
74), sedangkan Protokol Tambah-
an Jeneva I tahun 1977 tidak
mengatur  secara khusus masalah
"Wilayah yang diduduki”, akan
tetapi tersebar dalam pasal-pasal
tertentu y ang ada kaitannya de-
ngan masalah "Pendudukan”.

Bhavmmolrmes ) T T P s ey

(’fﬁng gedung yang ber
ngan keagamaan

MDoktrin
spasal 27 Per-
ng" di Darat tahun
, kemudian dalam Kon-

8997190
vensi Jencwa IV tahun 1949 ter-

dapat pada pasal 14 (Daerah-
daerah keselamatan atau rumah
sakit/Hospital and Safety Zone
and Localities), dan pasal 15
(Daerah yang dinetralisir/Neutrali-
zed Zone), sedangkan perkembang-
an sclanjutnya terdapat dalam Pro-
tokol Tambahan Jenewa I tahun
1977, tepatnya pada pasal 59

P —



(Wilayah yang tldak dip

? Untuk menjawab
kita |

sengketa by
Pasal 4 (2) U
tahun 1982 yang
masalah SISHANKAM
mana dikatakan bahwa: "Ha
neg dilaksanakan dengan sthan—
kamrata”. Salah satu yang ter-
penting dalam Sishankamrata ada-
lah tentang "Babakan-babakan Ope-
rasi  Sishankamrata” yang antara
lain menyebutkan: (1) Musuh ma-
sih berada di luar wilayah nasional
kita, baik di wilayah sendiri mau-
pun dalam perjalanan menuju ke
wilayah nasional kita. Dalam hal
ini menunjukkan kepada kita bah-

-0

Namun untuk n
Indonesia

idonesia ini.

_ Sajagebila’ terjadi adanya
wilayah ini (yang diduduki) di
Indonesia, hal ini tidaklah lain
karena adanya penggunaan TAK-
TIK BERTEMPUR bangsa Indo-
nesia yang didasarkan kepada pe-
mikiran strategis MENUKAR RU-
ANG DENGAN WAKTU untuk
mencapai keseimbangan kekuatan
tempur. Jadi bukan sebagai akibart
dari penyerahan wilayah.2 Dengan
mendasari  kesimpulan-kesimpulan




di atas, maka dapatl
bahwa pada masa
senj.lta nega

a. Pada Wil

Telah kita K&
jabaran Fungsi Kepohsi:
gara RI terdapat pada™
UU No. 13 tahun 1961,
dian perkembangan selanjutnya da-
ri penjabaran tersebut terdapat pa-
da pasal 30 (4) dan penjelasan
pasal 39 (2) UU No. 20 tahun
1982.

Adapun mengenai penjabaran
Fungsi Kepolisian pada penjelas-
an pasal 39 (2) UU No. 20 tahun
1982 antara lain adalah: (1) Meng-
usahakan ketaatan diri dan war-

kemu- ' an-
?

& hadsp hukim

Sebagai jawabanny
harus melihat

Darat ta-
fague Regu-

: pasal 43 menyata-
”"Bahwa penguasa penduduk-
an harus menghormati hukum yang
berlaku di wilayah pendudukan.”
Kemudian ketentuan ini berkem-
bang sebagaimana terdapat pada
pasal 64 Konvensi Jenewa IV
tahun 1949 yang antara lain me-
nyatakan; (1) Bahwa perundang-
undangan Hukum Pidana di wi-
layah yang diduduki akan tetap
berlaku, kecuali bila tidak me-



mungkinkan karena men

a un-

tugasnya bertalia

(Combat Zo ne,
nen-komponen

samping itu penduduk sipi™dan
komponen pelaksana fungsi ke-
manusiaan di wilayah ini akan
tetap mendapatkan perlindungan
internasional sebagaimana telah di-
tentukan dalam Hukum Sengketa
Bersenjata.

Wilayah Perlawanan ini apabila
kita kaji, kita dapat mengetahui
bahwa ada DUA BENTUK Wi-
layah Perlawanan yaitu; (1) Wi-

V.

dud uka.

ang diduduki harus,

yang masih be-

Dalam hal Wila:

giganya tidaklah menj
dalam hal pelaksana

. #1907 (Hague
dan pasal 64 Kon-

“vensi Jenewa IV tahun 1949,

c. Pada Wilayah Perlindungan.

Untuk menjadi suatu kenyata-
an tentang Wilayah Perlindungan
ini memerlukan adanya suatu pe-
ngakuan dari pihak-pihak yang
bersengketa. Apabila pengakuan itu
terjadi, maka terjadi pulalah Wi-
layah-wilayah Perlindungan itu dan
ketentuan-ketentuan Hukum Inter-




nasional Sengketa Bcrsc
berlaku di wilay
dalam pasal 59
an Jenewa
merupaka
sal 25 &
rat
kenal’

Wilayah yang'
nuhi sya-

karena di-
asjonal. tokol lnl,

sukan polisi

Scbagaig
hat ketentuan pasal’
3 dari Protokol Ta

gin dengan
I tahun 1977 sebagai beril

Ang terldrak tda:
T (kur51p penulis).3.
"Pasal 59:

(2) Penguasa yang berwenang suatu Demikianlah tinjauan terhadap
pihak yang bersengketa dapat  beberapa ketentuan Hukum Seng-
mengumumkan suatu wilayah  keta Bersenjata yang memungkin-
yang tidak dipertahankan setiap  kan atau dapat dijadikan dasar
tempat yang berpenduduk yang  dalam pelaksanaan atau penerap-
terletak di dekat atau di dalam  an fungsi kepolisian pada masa
suatu wilayah di mana Angkat- sengketa bersenjata atau perang.
an Bersenjata bertempur, yang  Semoga akan menjadikan suatu ba-
terbuka untuk pendudukan oleh  han pemikiran.
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A.BUKU-BU

kok chohsmn Negars

—— Undang-undan 65 (LN 1965 No. 215
TLN 1965 No. 2737) jo Undang-undan_g No. 23/PNPS/1965 (LN
1965 No. 92, TLN 1965 No. 2782) tentang Memperlakukan HPT,

HAPT, dan HDT bagi anggota-anggota Angkatan Kepolisian Re-
publik Indonesia.

————————, Undang-undang No. 20 tahun 1982 (LN 1982 No. 51,

TLN 1982 No. 3234) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perta-
hanan Keamanan Negara Republik Indonesia.
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ENGLISH

Dibawah ini

yang ter-

an pelajari pula
mungkin belum ..

peristi
lznkmg

accident. R
then answer®
of the words

and
the bottom of the p

#%0 people
14.08 Emergency call—acc ) 7 nterview Form

A47 between Dunmow —pEs7 ed in Accident Re-
Wallfield 2 cars and 1 lorry port Form.

involved : '
14.09 Requested ambulance and  14.06 Trapped person freed -
fire engine left in second ambulance
14.10 Left police station in car, 1430 PC57 completed  chalk-
with PC57 marks on road Police pho-
14.17 Arrived at scene of acci- topgraph(?r arrived.
dent 14.45 Crane arrived to clear road

Ambulance and fire engine 15.00 Road clear - returned to
already arrived station.
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B. Vocabulary Qit the lorry.

emergency = se

collision

The pol
traffic,

The

‘(adverb)
smooth, diff;:
stand or

c) The road was
an hour. : and arson

d)A Morris which was Tra- D. Manslaughter

velling north also hit the g Adultery

lorry. F.Criminal damage/vandalism
e) It skidded across the road. G.Agravated assault
f) The lorry was driving north. H.Robbery

g A green Ford which was | Rape
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